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KETENTUAN UMUM TENTANG PROBLEMATIKA MEDIASI DALAM

PERKARA CERAI GUGAT

A. Medias
1. Pengertian Medias

Secara etimologi mediasi berasal dari bahasa tatidiare yang
berarti berada ditengahSecara istilah mediasi bermakna pelibatan pihak
ketiga yang tidak memiliki kaitan atau interestidegdua belah pihak
yang terkait Mediasi menurut pasal 1 angka 7 PERMA No. 1 tahun
2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan adzdah penyelesaian
sengketa melalui proses perundingan untuk mempekalsepakatan para
pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediasi berantiencari
penyelesaian bersama atas suatu sengketa, yampiippleh penengah.
Makna perdamaian antara suami dan istri dalam staggerceraian
bukan hanya keutuhan ikatan perkawinan saja yapgtd#iselamatkan,
sekaligus dapat diselamatkan kelanjutan pemelihaden pembinaan

anak secara normal.

! Syahrial AbbasMediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan HukNasional,
Jakarta: Kencana, 2011, cet. 2, him. 2.

2 Hendry Ar,Sosiologi Konflik Pontianak: STAIN Pontianak Press, 2009, him. 127.

® Musahadi HAM, et. alMediasi Dan Resolusi Konflik Di Indonesi@emarang: Walisongo
Mediation Centre, 2007, him. 95.

* Yahya HarahapKedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agadskarta: Sinar
Grafika, cet. 3, 2003, him. 66.
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Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan ktidaemihak,
yang berfungsi membantu para pihak dalam mencanbabeai
kemungkinan penyelesain sengketa, dalam setiap asiednediator
memediasi para pihak bertindak netral dan tidak ineknsalah satu
pihak, pemihakan penihakan mediator pada salah pdtak akan
mengancan gagalnya mediasi, mediator berupaya nudaem
kemungkinan alternatif penyelesaian sengketa pekp Mediator tidak
boleh diminta menjadi saksi dalam proses persidangerkara yang
bersangkutan, dan mediator tidak dapat dikenaapggungjawabannya
pidana maupun perdata atas isi kesepakatan peaanhasil proses
mediasi yang hal ini diatur dalam pasal 19 ayata8 d PERMA no. 1
Tahun 2008 Tentang Mediasi.

Mediasi yaitu salah satu cara untuk menyelesaeamasalahan.
Mediasi mempunyai sifat mufakat para pihak. Mediadalah metode
penyelesaian sengketa yang termasuk kategopartite karena
melibatkan bantuan atau jasa pihak kelighMediasi adalah cara
penyelesain sengketa melalui proses perundingaok untemperoleh

kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh medidtojuan utama

® Ibid, him, 316.
® D.Y Witanto,Hukum Acara MediasBandung: Alfabeta, 2010, him. 17
" Ibid, him. 18.
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dalam proses mediasi adalah mempertemukan dua tkegsn dengan
sikap kerelaafi.

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyeles@ngketa
yang menggunakan pendekatam win solutiondengan proses dan cara
yang lebih sederhana dalam rangka memberikan &kseldan yang lebih
memuaskan kepada para pihak dengan bantuan seoradigitor sebagai
penampung aspirasi dalam upaya menemukan penyglessngketa yang
terbaik bagi kedua belah pitfak Dalam mediasi di sini mediator hanya
sebagai pihak ketiga dengan tujuan mencapai keatpakMediasi juga
dapat diartikan proses negosiasi penyelesain ntastaana satu pihak
luar yang tidak berpihak, netral, tidak bekerjasétepada pihak yang
bersengketa untuk membantu mereka guna mencapai lsesepakatan
hasil negosiasi yang memuasKan.

Mediasi merupakan proses penyelesain non litigtei getidak
tidaknya proses yang terpisah dari proses litigabagaimana ditegaskan
dalam pasal 19 ayat 1 PERMA no. 1 tahun 2008, balmvaua peryantaan
dan pengakuan para pihak yang diberikan pada seditsn tidak dapat

dijadikan bukti dalam proses persidangan jika @&dya mengalami

8 Ibid, him. 43.
® Ibid, him. 24.
10 hid, him. 25.
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kegagalan, bahkan menurut pasal 19 ayat 2 disebdikhwa semua
catatan mediator dalam proses mediasi harus dirhkan&
Mediasi mengandung unsur unsur sebagai berikut:

a. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketsrakan
perundingan;

b. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak ydregsengketa di
dalam perundingan;

c. Mediator bertugas membantu para pihak menyelesaiagketa,;

d. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat kepotgelama
perundingan berlangsung;

e. Tujuan mediasi adalah mencapai atau menghasilksegphk&atan yang
dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa guengakhiri

sengketd?

Dalam pembentukan PERMA no 1 tahun 2008 tantangasiedl ujuan

mediasi adalah:

1. Diharapkan permasalahan penumukan perkara dapedati karena

dengan tercapainya kesepakatan perdamaian,

1 D.Y Witanto,Hukum Acara Mediasbp. cit, him. 31
2 Suyud MargonoADR dan Arbitaselakarta: Ghalia Indonesia, 2000, him. 59.
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2. Pengintregasian mediasi dalam proses pengadilaat dagmberikan
akses yang luas kepada masayarakat untuk menenpekemelesain
yang memuaskan dan adil menurut para pihak sendiri.

2. Ciriciri Medias
Proses mediasi memiliki ciri dan prinsip berbedagda prinsip
persidangan pada umumnya yang mana antara lagigptersebut adalah:

a. Kerahasian yaitu segala sesuatu yang terjadi dplememuan yang
diselenggarakan oleh mediator dan pihak pihak yemngengketa tidak
boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masiaging pihak;

b. Sukarela yaitu masing masing pihak yang berperldatang ke
mediasi atas keinginan dan kemauan mereka semdirssesukarela
dan tidak ada tekanan dan paksaan dari pihak manapu

c. Pemberdayaan, prinsip ini didasarkan pada asurhsvdarang yang
mau datang di mediasi sebenarnya mempunyai kemapuoé&urk
menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapatcapen
kesepakatan yang mereka inginkan;

d. Netralitas yaitu didalam memediasi peran seorangdiatm hanya
menfasilitasi prosesnya saja dan isinya tetap ndenjdik para pihak

yang bersengketa;

13 Taqdir RahmadiMediasi Penyelesain Sengketa Melalui Pendekatamkéflakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2010, him. 68.



22

e. Solusi yang unik, bahwasnnya solisi yang dihasilkain proses
mediasi tidak harus sesusi dengan standar leggli t@apat dihasilkan

dari proses kreativita$.

Mediasi juga mempunyai ciri tersendiri yang bedbddngan persidanagn

pada umumnya baik segi proses mediasi ataupunyafatantara lain :

a. Proses mediasi bersifat informal, dalam proses asegara pihak
akan difasilitasi oleh mediator untuk menemukararjalmenuju
perdamaian dengan pendekatan non legal, para pihak
mengesampingkan bukti bukti dan menemukan pen&yatemenurut
selera mereka sendiri, proses informal diartikabagai suatu tata
laksana yang tidak terikat dengan ketentuan hukommdl, namun
berkaitan dengan proses mediasi di pengadilanyrigattidak mutlak
seratus persen demikian karena PERMA mediasi sesubtansinya
merupakan ketentuan hukum acara yang mengatur tetib
pelaksanaan proses mediasi;

b. Waktu yang dibutuhkan relatif singkat, penyelesaangketa melalui
proses litigasi akan memakan waktu bertahun tahamenia
panjangnya tahapan persidangan dimana selalu terdménya upaya
hukum, sedangkan dalam proses mediasi waktu ydempiuh ralatif

lebih singkat apalagi jika sejak awal sudah tenderdntusias dari

14 Syahrial Abbasop. cit him. 30.
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kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengletaagara damai,
menurut pasal 18 PERMA mediasi disebutkan bahwa tuvak
pelaksanan mediasi dilakukan selama 40 hari kega dias
diperpanjang untuk waktu selam 14 hari kerja benka, bahkan
waktu tersebut tidak bersifat mutlak karena jikbedem 40 hari sudah
bisa menghasilkan kesepakatan damai, maka medims@rlangsung
mengajukan kesepakatan damai kehadapan hakim [smeri
perkaranya untuk dikukuhkan menjadi akta perdamgian

c. Penyelesaian didasarkan atas kesepakatan para, pihediator
memiliki kewajiban untuk memacu para pihak agae bi'enemukan
penyelesaian secara damai, namun kewenangan nrediatbanya
sebatas memfasilitasi para pihak untuk menyelesgkanasalahanya
sendiri, ketika proses perdamaian mulai mengaratia plaentuk
penyelesaian, mediator akan bertindak sebagai pyakg akan
membantu dalam menyiapkan dokumen kesepakatan ddengian
menyusun butir butir kesepakatan itu untuk menjadausul
perjanjian;

d. Biaya ringan dan murah, jika dalam proses litigesiiap tahapan
memerlukan biaya naka proses mediasi justru setaglds hampir

semua tahapan tidak memrlukan biaya apalagi jikea gahaka

15 Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi késéga perdamian dan putusan hakim
yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebgt tidak tuduk pada upaya hukum biasa
maupun luar biasa, lihat di pasal 1 angka 2 PERMAINtahun 2008 tentang Mediasi.
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memilih  mediator dari kalangan hakim pengadilaka jpara pihak
memilih mediator dari luar pengadilan maka biayaraklitentukan
sesuai kesepakatan bersama yang tidak terikatgsadturan;

e. Prosesnya tertutup dan bersifat rahasia, pasalRAVI2Eno. 1 tahun
2008 meyebutkan bahwparoses mediasi pada asasnya tertutup,
kecuali para pihak menghendaki laimlisamping itu semua hasil
perundingan para pihak dalam proses mediasi akahagiakan oleh
mediator dari akses akses luar;

f. Kesepakatan damai bersifat mengakhiri perkaranyart dengan
adanya perdamaian tersebut seluruh persengketaatardi para pihak
harus selesai dengan tuntas, kesepakatan damaipakaru hasil
kesepakatan bersama berdasarkan kepentingan kegsentipara
pihak, kesepakatan damai yang dikukuhkan menjatagkerdamaian
haris memuata semua persoalan secara lengkap kaetetah
kesepakatan itu dikukuhkan menjadi akta perdamaieh hakim
pemeriksa perkara maka klausul perdamaian tidakatdaliubah
kembali, jika para pihak tidak menghendaki perdamailikuatkan
dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdathaiarus
memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klayanob

menyatakan perkara telah selesai;

16 perdamaian ialah suatu persetujuan yang berisidaengan menyerahkan menjanjikan
atau menahan suatu barang kedua belah pihak mengauhtu perkara yang sedang diperiksa
pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu pedkeadi pasal 1851 KUH Perdata
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g. Proses mediasi dapat mengesampingkan pembuktiéam daroses
mediasi para pihak tidak perlu saling berdebat denglasan bukti
bukti, karena proses mediasi tidak menfokuskan pextarsediana
bukti bukti hukum walupun mungkin saja dilakukanmue tidak
selalu bersifat menentukan.

h. Proses Mediasi Mengunakan pendekatan komunikasa p@ak
dalam proses mediasi tidak diposisikan saling lwapan layaknya
orang yang akan berperang, namun mereka diposisi&akan akan
sendang berjalan berdampingan untuk mencapai syjaan bersama
dengan cara membentuk persamaan dan kesepahamand&keh
keberhasilan mediasi biasanya diawali dengan tamya dialog yang
interaktif di antara kedua belah pihak;

I. Hasil mediasi bersifatwin win solution yaitu suatu metode
penyelesaian di mana masing masing pihak akan rmatica
kemanfaatan secra berimbang sesuai kehendak yasepadiati,
sehingga penyelesaian akhir akan menuntaskan spero@msalahan
yang terjadi tanpa adanya dendam di kemudian hari;

Akta perdamaian bersifat final, akata perdamaiamitite kekuatan yang

sama atau setidaknya dipersamakan kedudukanya rdekeputusan

hakim yang tekah berkekuatan hukum tetap, berdasgoksal 1 ayat 2

PERMA no. 1 tahun 2008 tentang mediasi bahwa aldedgmain
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memiliki kedudukan setingkat lebih tinggi dibandiag putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum téfap.
3. Dasar Hukum Mediasi

Dasar hukum mediasi di Indonesia adalah :

a. Pancasila, pancasila yang merupakan Dasar Negadandsia yang
mempunyai asas musyawaroh;

b. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 124alR24 yang
menjelaskan tentang kekuasaan kehakiman. Bunyi mhkda pasal
tersebut adalah
1. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang naeundékk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum da
keadilan;

2. Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkahggimg
dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalgkulngan
Peradilan Umum, peradilan Agama, lingkungan PeaadilTata
Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konsfitusi.

c. Pasal 130 dan 131 HIR . bunyi dari pasal 130 yaitu
1. Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belahkptidak datang,

maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketuacahan

memperdamaikan mereka;

' D.Y Witanto,op. cit him. 47.
8 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 4845
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2. Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapaikampada
waktu bersidang diperbuat surat (akte) tentang dalam mana
kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanyang
diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan dialankan
sebagai putusan yang biasa;

3. Keputusan yang sedemikian tidak diizinkan dibanding

4. Jika pada waktu mencoba akan memperdamaikan kedlah b
pihak perlu dipakai juru bahasa, maka peraturaalpasg berikut

dituruti untuk itu®

Sedangkan dalam pasal 131 HIR dijelaskan bahwabilapa
perdamaian yang diusahakan berdasarkan ketentuanpdsal 130
tidak dapat tercapai maka pertama surat gugatars kidbacakan oleh
hakim member kesempatan tergugat untuk menjawahtgugtu®®

Dari Pasal 130 dan 131 itulah yang menjadikan dasenm mediasi

d. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradigmma;
Dalam undang undang tersebut dijelaskan tentangdameaikan para
pihak yang disebutkan dalam pasal 65 yang berbUPgrceraian

hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilarelabt yang

19 R SoesiloRIB/HIR Dengan PenjelasanyBogor: Politeia, 1995, him. 88.
2% |bid, HIm. 89
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bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamakiiealua belah

pihak’?! Serta yang tercantum dalm pasal 82 ayat 1 daitu:ya

1. Pada Sidang Pertama memeriksa gugatan percerailim ha
berusaha mendamaikan kedua pihak

2. Selam perkara belum diputuskan usaha mendamaikg@at da

dilakukan pada setiap persidangan

Serta pasal 83 yang berbunyi ‘apabila tercapai ikatkn, maka tidak
dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasazkasan yang

adadan telah diketahui penggugat sebelum teréapai.

e. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1B&dtang
Peradilan Agama;
Dalam undang undang tersebut dituliskan dalam sghyat 1 yang
berbunyi “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang
pengadilan setelah yang bersangkutan berusaha diak tberhasil
mendamaikan kedua belah pihdk’

f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentangk&aiaan
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1B&dtang

Peradilan Agama,;

I Himpunan Peraturan perundang undangan, Yogyakaredia Pustaka, him. 95.

2 Abdul Manan, M Fauzan, Pokok Pokok Hukum Perdzharta: PT Raja Grafindo, 2002,
him. 67.

% Himpunan Peraturan Perundang Undangan Dalam Limgku Peradilan Agama,
Semarang: Pengadilan Agama Semarang, him. 75.
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Dalam peraturan tersebut dituliskan pada pasab8g perbunyi

1. Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha
mendamaikan kedua belah pihak

2. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamalkpat
dilakukan setiap sidang pemeriks&an.

g. Kompilasi Hukum Islam
Dijelaskan dalam 143 yaitu :

1. Dalam memriksa gugatn perceraian hakim mendamadhieaiua
belah pihak;

2. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamalkpat
dilakukan setiap sidang pemeriks&an.

h. SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Peagadihgkat
Pertama menerapkan Lembaga Damai;

i. PERMA No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur MediadP&igadilan
yang kemudian Mahkamah Agung melakukan Revisi denga
menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2008.

Dalam Islam Mediasi terkenal dengan istilahlslah yang
berarti memperbaiki, mendamaikan , dan menghilamgkangketa,

berusaha menciptakan kedamian keharmonisan, memganjorang lain

%4 |bid, him 95
25 Abdul Manan, M Fauzan, loc. cit.
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untuk berdamai antara orang satu dengan yang |aieykelakuan seperti
orang sucf?®

Dalam Al Qur'an disebutkan bebrapa ayat tentanggraaian
seperti An- Nisa ayat 35,QS An- Nisa ayat 114, Q$i&arat 9-10, QS

Al Anfal ayat 1 :

siNa e QY A Ohes ARG 74N R du |
B-O»¢AD> A g0 QOB & B O @

crtOERNOO0 DYV w20 IHOXE a4 tOERO0
SXDOKBRE NO LB RELOL] {$ITQXE
+ 703 HENerOURE 4+ OREORO
ALforde  OQRO Lo DNOL & & 0 $<=
CHRNS -COBONEAR oo COONHIN ¢8) L XN
Artinya :Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaatara
keduanya, Maka kirimlah seorang hakam[293] damu&ega laki-laki dan
seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedaagohakam itu
bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah mertéddik kepada
suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetdagi Maha
Mengenal.(QS :An Nisa Ayat 35)

TOXE wWOeNTE ORN: O0F0AE -+ I
40601 (I8 -eQO IV @A %k
OO @ ORBr=>48 OO0 GO0 8 O N
Lo O%wa de oV e OXIORHEH{ORNO

2D, 100+ AN E X 1T Yo) Té4 &0
N2 BDEOOS O 9N F AHa F
0. OO, a5+ €T TP inT-YoX s * P oS

CIDIF P o HO0NS>IR T O
Artinya :tidak ada kebaikan pada kebanyakan bislkaikan
mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang ynemh (manusia)
memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadp&rdamaian di
antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikirena mencari
keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadapghala yang
besar. ( QS An Nisa ayat 114)

26 Abdul Aziz Dahlan (et.el)Ensikopledi Hukum Islamlakarta: PT Ichtiar Baru Van
Hoeve, 2996, him. 740
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FHITE 5 8o GIXI AR * Lo v@ RO

¢ xvV G ER COMBa I
B3O REHTEO8em B -O0>HI IO
OO @YK B o4 DO+ &1 O ¢
EOBOHEI T S QM=K o0 HNOEC V7 HOERD
B AP@me e BEQA e I BIUDHYIOQ o
O AL S-OEERO € MONK e FP #BRIO

R D g allc AN EC g * & oS
o NOKL &+ B O & B3O NHTOO8em
SFYLORAD M wa o N

ALforde OQRNO B BX-HMOA2A2409400 0
& AP VR ILN0NDECON W I OHN ¢
ARG AR+ €COMW@Wa F crRNO¥ RO
*¢x2vV e BXACNEEGOSe <KOGAERO
BX-U2>00xa €0 A<= @@ URIFETL]
¢)A€PXIATOD = R EHAE+HAID W@ A Lo e

&R ES

Artinya :dan kalau ada dua golongan dari merekagyan

beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan amkaduanya! tapi
kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap kanghendaklah yang
melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai skermbali pada
perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlahtara keduanya
menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku &isungguhnya Allah
mencintai orang-orang yang Berlaku adil.(9) orarmgpg beriman itu
Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanldtaigth hubungan)
antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadbgh,Adupaya kamu
mendapat rahmat.(10) (QS Al Hujarat 9-10)

&IT R NeeU->d¢ X003
S JA\ = EYo XA T Do S
B CYIA€ECER"Oue €0 X2 R XHRE Do H
A 2 oS BI-U>00 s s 4o
ALDZNCrO¢<- 82540 BX-AC NES OO 3
A P o B-0OR=2>00.COL e =

€= G A O RO ADOR+ AU ERGO S0
GD P $xVY G ER DY
Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagiana hart
rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan p&emgyaan Allah
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dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Adlah perbaikilah
perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kejdedadan Rasul-
Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman."&Q&nfal ayat 1)*’

4. Mediator

Mediator adalah pihak yang bersifat netral danktiseemihak,
yang berfungsi membantu para pihak dalam mencanbalai
kemungkinan penyelesain sengketa, dalam setiap asiednediator
memediasi para pihak bertindak netral dan tidak inaknsalah satu
pihak, pemihakan penihakan mediator pada salah pdtak akan
mengancan gagalnya mediasi, mediator berupaya miaEm
kemungkinan alternatif penyelesaian sengketa parek{® Dalam
mediasi mediator memiliki peran sentral, mediatmarat seorang sopir

yang menjalankan bus yang penuh penumpang.

Keberadaan mediator sebagai pihak ketiga sanggarttemg
pada kepercayaan yang diberikan para pihak yarsgbgketd’ seorang
mediator harus memeliki sikap mental yang mampu delestakan
perbedaan kepentingan para pihak. kemampuan nnguniba

kepercayaan para pihak adalah sikap yang harugjaian mediator

2’ Kementerian Agama Republik IndonesiSyamil al Qur'an (Terjemah Tafsir Perkata)
Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2010.

*% |bid, him, 316.

29 Ahwan Fanani, Pengantar Mediasi Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo
Semarang, 2012, him. 129..

30 Syahrizal Abbaz, op. cit, him. 59
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kepada para pihak bahwa mediator tidak memilikinkegan apapun
terhadap peneyelesaian sengRétAdediator bukanlah seorang hakim
yang dapat memutuskan sengketa berdasarkan fakta faukum.
Mediator tidak menghakimi bahwa pihak yang satuabelan pihak yang
lain salal®? Para pihak yang datang kepada mediator adalaly @r@ng
yang umumnya menemui jalan buntu dalam menyelasaleaselisinan
yang mereka hadapi, mediator ibarat penunujuk jalarkegelapan,
mediator tidak menggendong para pihak, melainkamipa@tu agar para

pihak menemukan jalan mereka sendiri menuju caffaya.

Dalam melakukan sebuah mediasi agar lebih efektiédiator

memiliki Tugas dan peran yaitu:

a. Mempersiapkan jadwal pertemuan mediasi denga plaa&;p

b. Mendorong para pihak untuk berperan lansung datasep mediasi;
c. Melakukan kaukus bilamana perlu;

d. Mendorong para pihak untuk menelusuri dan mendggdentingan

mereka;

%! |bid, him. 61.
%2 bid.
% Ahwan Fanani, op. cit, him. 130
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e. Mencari berbagai pilihan atau opsi penyelesain yargpik bagi para

pihak3*
Peran mediator dalam melakukan mediasi adalah

a. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar

b. Mempertahankan sruktur dan proses dalm negoisasi

c. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan dignateagihak.
d. Menguatakan suasana komunikasi

e. Membantu para pihak untuk menghdapi situasi keayata

f. Memfasilitasi solusi pemecahan masalah diantara paeak.

g. Mengakhiri proses bilamana suadah tidak prosdktif.

Keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh beberapasépérti
kualitas mediator, usaha usaha yang dilakukan kéglua belah pihak
yang sedang bertikai, serta kepercayaan dari kbeleh pihak dalam
proses mediasi, kepercayaan terhadap mediatorcdyggan terhadap
masing masing pihal. Setiap akan melakukan mediasi para pihak
dibebaskan untuk memilih mediator, akan tetapi atediyang dipilih
haruslah mediator yang dianggap mampu memecahkaralsenasalah.

Seorang calon mediator harus memenuhi persyaratan:y

% Taqdir, Rahmadi Mediasi Penyelesain Sengketa Melalui Pendekatarakéiflakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2010, him. 186.

% Mediasi dan NegoisasMahkamah Agung Republik Indonesia, 2003, him. 33.

% M Mukhsin Jamil, Mengelola Konflik Membangun DamaiSemarang: Walisongo
Mediation Centre, 2007, him. 107.
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1. Disetujui oleh para pihak yang bersengketa;

2. Tidak memiliki hubungan darah dengan para pihalgy@ersengketa;

3. Tidak memiliki hubungan kerja dengan para pihakgylaarsengketa;

4. Tidak mempunyai kepentingan finansial atas kepgatin lain
terhadap kesepakatan para pihak yang bersengketaddi& memiliki

kepentingan terhadap proses perundingan maupunye¥i

Sikap dasar yang harus dimiliki oleh mediator ydoersikap
terbuka, mandiri netral, percaya diri, menghornea#ing lain, seimbang,
mempunyai komitmen, fleksibel, bisa memimpin prosexdiasi dengan
baik, percaya pada orang lain serta berorientapada pelayanafl.
Keberadaan mediator sebagai pihak ketiga sangaariemg pada
kepercayaan yang diberikan para pihak yang berseailk seorang
mediator harus memeliki sikap mental yang mampu dalestkan
perbedaam kepentingan para pihak, kemampuan meunban
kepercayaan para pihak adalah sikap yang harugjaian mediator
kepada para pihak bahwa mediator tidak memilikiekéimgan apapun
terhadap peneyelesaian sengK&tadediator bukanlah seorang hakim

yang dapat memutuskan sengketa berdasarkan fakta faukum.

% Ibid, him. 237,
%8 |bid, him. 107.
%9 Syahrizal Abbas, op. cit, him. 59.
40 Syahrizal Abbas, op. cit, him. 61.
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mediator tidak menghakimi bahwa pihak yang satwabedan pihak yang

lain salaH'* Dalam melakukan mediasi mediator harus:

a.

b.

C.

d.

Fokus pada persoalam, bukan terhadap kesalahag laran
Mengerti dan menghormati setiap perbedaan pandanga
Memiliki keinginan berbagi dan merasakan

Bekerjasama dalam menyelesaikan mas&lah.

Selain keharusan tersebut mediator harus memiikelapa ketrampilan,

diantara ketrampilan tersebut adalah:

a. Ketrampilan intervensi yaitu peran yang diambilghitketiga dalam
memediasi untuk menfasilitasi para pihak untuk mensolusi
bersama;

b. Ketrampilan bertanya,;

c. Ketrampilan mendengarkan;

d. Ketrampilan memparafrase, parafrase adalah bemtiekvensi yang
dilakukan mediator dengan mengambil satu aspek plmyataan
salah satu pihak yang biasanya mengandung muatasi,enhan
mencarikan respon terhadap aspek dari pihak lain;

e. Ketrampilan menyimpulkan;

f. Ketrampilan mengerangka ulang;

g. Ketrampilan mengelola emdsi.

L bid, him. 62.

42 M Mukhsin Jamil, op. cit.
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Untuk lebih mensukseskan dalam proses mediasi rsgareediator

harus memliki karakter, karakter mediator yang tffeklalah:

a. Kemampuan menyususn persiapan dan kemmapuan membuat
perencanaan;

b. Pengetahuan tentang meteri yang disengketakan;

c. Kemampuan mengekspresikan pikiran pikiran;

d. Kemampuan untuk berpikir utuh, jernih, dan cepaimd&ondisi
dibawah tekanan dan ketidakpastian;

e. Kemampuan dan ketrampilan mendengarkan, menyedsddan
reformulasi, refrase, mensistematikan;

f. Ketrampilan mengampil keputusan;

g. Integritas ( tidak tercela);

h. Kemampuan mempengaruhi;

i. Sabar;

j. Kemampuan mengundang respek dan kepercayaanwariia

5. Prosedur Pelaksanaan M ediasi

1. Tahap Pra Mediasi
Dalam tahap pra mediasi hakim memulai dengan mekaga,j

pertanyaan pertanyaan kepada penggugat dan tergdgat

43 Ahwan Fanani, op. cit, him. 139.
44 Dy Witanto, op. cit. him 101.
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menghimbau agar dilakukan perdamaiapada hari yang ditentukan
kedua belah pihak datang menghadap persidangah, rbareka
sendiri ataupun dengan kuasa mereka, maka hakinusdie
mendamaikan kedua belah pihak tersébutUntuk keperluan
perdamaian itu sidang lalu di undur untuk membesseknpatan
mengadakan perdamaidhMajelis Hakim yang memriksa perkaranya
dengan perantara ketua majelisnya untuk menyampgkasedur
Mediasi sebagaimana diamanatkan pasal 7 ayat 6 RPER&dliasi, jal
penting yang harus disampaikan paling awal adattknkuan pada
proses mediasi wajib untuk dijalankan sesuai p2safat 3 PERMA
Mediasi, bahwa pelanggaran atas kewajiban tersebemhgakibatkan
“putusnya perkara menjadi batal demi hukum”, pegah ini
setidaknya akan memberikan paksaan secara morapmeedural
bagi para pihak yang enggan untuk berdamai agap teenjalankan
prosedur perdamaian terlibih dahulu, dan diharajgeata saat proses
mediasi berjalan mediator dapat mengubah asumai paBak yang
sebelumnya enggan untuk berdamai menjadi terbasgorangatnya

untuk menempuh proses perdamdfan.

5 Soeroso,Praktik Hukum Acara Perdatdakarta: Sinar Grafika, 2004, him. 41.

“°Ibid, him. 88.

47 Sudikno MertukusumoHukum Acara Perdata Indonesi&ogyakarata: Liberty, 1998,
him. 87.

8 D.Y Witanto,Hukum Acara MediasBandung: Alfabeta, 2010, him. 144.
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Hal Hal yang penting disampaikan oleh hakim pensaurik

perkara kepada para pihak adalah:
a. Kewajiban menurut hukum acara untuk menempuh miedias
b. Kelebihan mediasi dari proses litigasi;
c. Tentang hak memilh mediator dari luar maupun dglangadilan;
d. Batas waktu mediasi
e. Akta perdamaian bersifat final dan mengifat.
Setelah Hakim ketua majelis menjelasakan prosedwdiasi
secukupnya kepada para pihak, lalu ketua majebs akemberikan
kesempatan para para pihak untuk memilih mediang yerpampang
di ruang tunggu kantor pengadilan,jangka waktu kintmemilih
mediator selambat lambatnya 2 hari kerja berikutsggak hari
persidangan pertam.Berdasarkan Pasal 11 PERMA Mediasi dapat
disusun beberapa tahapan dalam proses penunjuldiatanesebagai
berikut:
a. Para pihak menentukan sendiri mediator;
b. Jika gagal, maka hakim akan menunjuj seorang /rapheorang

hakim pengadilan diluar hakim pemeriksa perkara gyan

bersertifikat;

4 pid.
%0 |pid, him. 145.
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c. Jika tidak ada hakim yang bersertifikat, maka saatu anggota
hakim pemeriksa perkara yang ditunjuk oleh ketugehsawajib
menjalankan fungsi mediator.

Mediator yang terpilih dinyatakan dalam penetagst, ini
sesuai dengan pasal 2 ayat 4 PERMA no. 1 tahun 2800&ing
mediasi yang berbunyiHakim dalam pertimbangan putusan perkara
wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutafaht
diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan marikah
mediator untuk perkara yang bersangkutan.

Bentuk penetapan penunjukan mediator pada pringipny
sama dengan penetapan lainya dalam hukum acaraatperd
sistematika penetapan penunjukan mediator terdiri:d
a. Kepala penetapan, pada bagian kepala memuat juoitrdor, dan

irah irah yang berbunyi “demi keadilan berdasarkatohana yang
maha esa” serta identitas para pihak;

b. Konsideran, pada bagian konsideran terdiri darddaan hukum
dan pertimbangan pelaksanaan proses mediasi damjpkan
mediator;

c. Amar , amar penetapan berisi nama mediator yangjdk beserta

identitasnya, lamanya waktu mediasi yang ditetapétan perintah

51 |bid, him. 146.
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kepada mediator untuk melaporkan kembali hasil astdyang
dijalankan;
d. Penutup, yang berisi uraian penutup dan tanda mamgajelis
hakim>
2. Tahap Mediasi

Proses Perdamaian yang diatur dalam pasal 13 PERMA
Tahun 2008 Tentang Mediasi dijalankan dengan komBeyana hakim
pemeriksa perkara akan memeberikan waktu selanfeadQvaktu kerja
kepada para pihak untuk menempuh perdamaian detitgsilitasi oleh
seorang mediator. Setelah proses Mediasi berlagg$siakim pemeriksa
perkara akan menuggu sampai adanya laporan daratoetentang hasil
proses mediasi yang selambat lambatnay sampai o@naatas waktu
mediasi yang diberikan yaitu 40 hari kerja, jikasmadiperlukan dapat
diperpanjang untuk waktu 14 hari kerja.

Ketika akan melakukan mediasi Secara teoritis ténypag
baik untuk melakukan mediasi adalah tempat yangahetntuk
menyelenggarakan mediasi idealnya memerlukan 3 jamngan yaitu
ruang tunggu, ruang pertemuan para pihak lengkamp,rdang kaukds

yang berdekatan dengan para pihak lengkap.

*2|bid, him. 147.

*3 Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengah saifu pihak tanpa dihadiri oleh
pihak lainya, lihat di pasal 1 ayat 4 PERMA noaliutn 2008.

* Taqdir, Rahmadi, op. cit, him. 110
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Dalam pertemuan-pertemuan proses mediasi mediator
menggali apa sesungguhnya yang menjadi inti masajamg
dipersengketakan Apabila diperlukan maka akan aiak kaukus,
kaukus adalah pertemuan antara satu pihak dengditomepaya ada
pihak yang laif’. Ini digunakan agar mediator mengetahui sebenar-
benarnya apa yang menjadi keinginan para pihalal R&sayat 4 PERMA
no. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi berbunyi “Mediatajib mendorong
para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingegereka dan
mencarai berbagai pilihan peneyelesaian terbaikgzag pihak”.

Ada beberapa tahap yang dilakukan oleh seorangatoediemi
suksesnya sebuah pelaksanaan mediasi yaitu:

a. Tahap yang pertama adalah seorang mediator haruenmuéan
kesedaran diri melalui pikiran perasaan, dan haaparta menetukan
waktu yang tepat dan juga menjaga kondisi yangtipdsigi kedua
belah pihak, kemudian menghimpun sudut pandangty ykengan
penuturan cerita dan membiarkan pihak pihak untedcdyita tanpa
diinterupsi dengan menggunakan ketrampilan komusnikgang
efektif.>® Pengumpulan dan analisis berbagai informasi yamigalitan
dengan sengketa perlu dilakukan oleh mediator umietkgidentifikasi

para pihak yang bersengketa, masalah masalah ypergehgketakan,

% pasal 1 ayat 4 PERMA no. 1, tahun 2008.
%6 M Muhksin Jamil, op. cit, him. 111.
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dan kepentingan para pihak mengungkapakan dan meisis
dinamika hubungan para pihak pada masa lalu daa seisrang’
Mediator dalam melakukan pertemuan pertama lenglesygan para
pihak harus disertai dengan analisis kondisi pstie dan hubungan
para pihak, semisal tingkat emosi atau kemaralanlka&bencian para
pihak satu sama lain, ketepatan presepsi dan miski&asi yang
terjadi. jika kondisi psikologis para pihak belumaps untuk
dipertemukan maka mediator lebih baik melakukamtepguan
terpisah lebih dahulu sampai para pihak siap uietemu dalam
sebuah pertemuan pihak lengkasering kali dalam proses mediasi
terjadi jalan buntu karena usulan usulan dalm prosediasi tidak
dapat memenuhi kepentingan para pihak, tugas pdkokseorang
mediator adalah mampu mengungkapakan kepentinga@niegan
tersembunyi dari salah satu pihak atau semua pthak.

b. Tahap selanjutnya adalah memusatkan perhatian &ekeallutuhan
dengan cara menggali lebih dalam mengenai kebutdhanmasing
masing pihak serta menciptakan pilihan pilihan dépb yaitu

memberikan solusi bagi permasalahan mereka dengambearikan

%" Taqdir, Rahmadi, op. cit, him. 108.
*% bid, him 112
*bid, him. 117.
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beberapa ide gagasan yang kemudian solusi terseualuasi serta
menciptakan kesepakat&h.

Apabila mereka berhasil mengadakan perdamaian,
disampaikan kepada hakim di persidangan hasil peaya’®’ Hasil
perdamian tersebut di buat suatu akte persetujdgmituskan bahwa
kedua belah pihak harus memenuhi akte persetujudekuatan akate ini
sama dengan kekuatan suatu keputusan hakim biasdijdiankan pula
seperti keputusan biasa, akan tetapi keputusarebtdrstidak boleh
dimintakan banding atau kas&siDalam pasal 1PERMA no. 1 Tahun
2008 Tentang Mediadili jelaskan kesepakatan damai antara kedua belah
pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan raetertulis
kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oledk plan mediator,
para pihak wajib menhadap kembali kepada hakim padasidang yang
telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatdamaian untuk
dikuatakan dalam bentuk akta perdamaian, jika paifsak tidak
menghendaki dalam bentuk akta perdamaian maka &icsm
perdamaian harus memuat klausula pencabutan gudataatau klausula
yang menyatakan perkara telah selesai.

Jika dalam proses mediasi tidak mencapai kesepakialam

pasal 18ERMA no. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi dijelaskaimia mediator

9 M Muhksin Jamil, op. cit, him. 112-113
®1 Sudikno Mertukusumo, op. cit.
62 R. Soesilo, loc. cit.
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wajib menyatakan secara tertulis dan memberitahldegagalan kepada hakim
pemeriksa perkara, dan ketika hakim setelah meaepemberitahuan tersebut
segera hakim melanjutkan pemeriksaan perkara. Pernyataan dan
pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidadt diigunakan sebagi
alat bukti dalam proses persidangan perkara yamgabgkutan atau
perkara lain hal ini di atur dal pasal PERMA no. 1 Tahun 2008 Tentang
Mediasi. Kewajiban untuk mengusahakan terjadinyadqreaian tetap ada,
bahkan bukan hanya pada awal persidangan, melasdw@pai saat sebelum

diucapkan penetapan / putusan c&tai.

3 Andi Tahir Hamid,Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bigem

Jakarta: Sinar Grafika, 1996, him. 110.
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B. Cerai Gugat
1. Pengertian Cerai Gugat

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup bagi manuksiam
bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata fKayging memiliki arti
membentuk keluarga dengan lawan jéfi&ang memiliki arti kebolehan
hukum dalam hubungan antara laki-laki dan perempierkawinan
adalah pertalian yang sah antara seorang lakidaki perempuan untuk
waktu yang lam&’

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seopi® dengan
seorang wanita sebagai suamu istri dengan tujuanberetuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarletnhKnan yang
Maha Es&° Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yabhgwdi
Rosulullah SAW?" Tujuan perkawinan dalam Islam adalah indikasi
ketinggian derajat manusia sesuai dengan karalkten alan sejalan
dengan kehidupan sosial alam untuk mencapi deyajag sempurn&
Seiring dengan berjalannya suatu perkawinan dalaimdkpan nyata
terdapat banyak masalah yang terjadi dalam keluaaga masalah yang

timbul dari dalam maupun masalah yang timbul daar,| masalah yang

®Departemen Pendidikan dan Kebudaydéamus Besar Bahasa Indonesilkarta: Balai
Pusataka, 1994, him. 456.

®5Subekti,Pokok pokok Hukum Perdatdakarta: PT Intermasa,1985, him. 23.

®pasal 1 Bab 1 Undang Undang Republik Indonesia noinadahun 1974 Tentang
Perkawinan, Bandung: Fokus Media, 2007.

®” Tihami, Sohari SahraniFigh MunakahatJakrta: Raja Grafindo, 2010, him. 15.

% Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyeaivitas,Figh Munakahat,
Jakarta: Grafika Offset, 2009, HIm. 42.
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dihadapi terkadang bisa diselesaikan tapi terkagang keluarga yang
menghadapi memilih cerai untuk menyelesaikan mhsala

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengasgoutiakim
atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinatiTata cara perceraian
juga di atur dalam undang undang yaitu dalam hulaoara perdata.
Hukum acara adalah kumpulan ketentuan ketentuargaderiujuan
memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenararkedadilan’®
Apabila terjadi perselisihan dan usaha untuk peraaniu gagal maka
perceraian itulah satu satunya yang menjadi jatamigah bagi mereka.
Undang-undang Perkawinan No.l1 tahun 1974 pasalo3&gmpilasi
Hukum Islam pasal 113 menjelaskan tentang putugagkawinan karena
3 (tiga) hal :
1. Kematian salah satu pihak;
2. Perceraian baik atas tuntutan suami maupun istri;
3. Atas putusan pengadildh.

Di Pengadilan Agama ada 2 macam prosedur perceraian

a. Permohonan;

b. Gugatan’

9Subekti, op. cit, him. 42.

Y R.Soeroso,Tata cara dan proses persidangalakarta: Sinar Grafika, 2004, him. 3.

"l Sulaiman RasjidFigh Islam Bandung: Sinar Baru Algesindo, cet ke -37, 20, 401.

2 |dris RamulyoBeberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata PEadigama Dan
Hukum Perkawinan Islandakarta: Ind-Hill co, 1985, him. 189.

3 Andi Tahir Hamid, op. cit, him. 108.
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Permohonan adalah Apabila suami yang mengajukacer@éan maka
disebut cerai talak (permohonan ikrar tafakyakni “ikrar suami di
hadapan sidang Pengadialan Agama yang menjadi saah sebab
putusnya perkawianan sebagaimana dimaksud sebagmipasal 129,
130 dan 131 KHI” (Pasal 117 KHI ) sedangkan gugatdalah Apabila
isteri yang mengajukan perceraian maka disebuti gergat (gugatan
perceraian), yakni gugatan yang diajukan oleh iissaupun Kuasa
Hukumnya, pada Pengadialan Agama (Pasal 132 At "
2. Dasar Hukum Cerai Gugat

Dasar hukum perceraian di dalam Al Quran di amgsa
dijelaskan dalam Surat Al Baqoroh ayat 229 dan Atlolaq ayat 1
sebagai berikut:
V) Ui b g2 e 15040 O 20 83 Wy AL 0 508 5 iy ey ALl (i (5o
550 a4y B L Lagile #U4 DB &0 3508 @ VT s 8 0 3,08 G YT e g

@295 i) & sa0 & S {8 B0 3504 55 ey a 5685 26

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. €&elah itu suami dapat)
menahan dengan baik atau melepaskan dengan baikk Thalal bagi
kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamukdrerkepada
mereka, kecuali keduanya (suami isteri) khawatidaki mampu

menjlankan hukum hukum Allah. Jika kamu (wali) Kawéahwa
keduanya tidak mampum menjalankan hukum hukum ,Allabka

™ Perceraian atas kehendak suami disebut cerai, taéak perceraian atas kehendak isteri
disebut cerai gugat, karena menurut Hukum Islammdah yang mempunyai kekuasaan dan
memegang tali perkawinan, oleh karena itu maka sahmgang berhak melepaskan tali perkawinan
dengan mengucapkan ikrar talak. Baca lebih langlard Sudikno Mertokusumdjukum Acara
Perdata IndonesiaYogyakarta: Liberty, 2002, cet ke 5, him 206-207.

S Himpunan Peraturan Perundang Undangamp. Cit, him 175-176
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keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harusgrikan (oleh isteri)
untuk mnebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, angiganlah kamu
melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum hukutahAlmereka
itulah orang orang dholim. (QS. Al Bagoroh ayat 220
Sedangkan dasar hukum dari Cerai Gugat adalah :
1. Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradimma
2. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Undang Undang Kofmo
tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
3. Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
4. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentangkgsaan
Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
5. Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang KoagpiHukum
Islam
3. Prosedur Pelaksanaan Cerai Gugat
Menurut pasal 73 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989
Tentang Peradilan Agama bahwa gugatan perceraian alkan diajukan
oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yangaklaBukumnya
meliputi tempat kediaman penggugat kecuali apab#iaggugat dengan
sengaja meniggalkan tempat kediaman bersama tampé&eigugat. Dan

dalam KHI pasal 132 tertulis gugatan perceraiargyaan diajukan oleh

istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daarkaninya meliputi

5 Kementerian Agama Republik Indonesi&yamil al Qur'an (Terjemah Tafsir Perkata)
Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2010, him. 36.
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tempat kediaman penggugat kecuali apabila penggigagan sengaja
meniggalkan tempat kediaman bersama tanpa izinisdam

Untuk bisa melakukan cerai gugat maka harus adsamla
menurut pasal 116 KHI perceraian dapat terjadi aralasan alasan

sebagi berikut :

a. Suami berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi elaagsinya yang
sukar disembuhkan;

b. Suami meninggalkan anda selama 2 (dua) tahun bettuut tanpa
ada izin atau alasan yang sakrtinya, suami dengan sadar dan
sengaja meninggalkan anda.

c. Suami dihukum penjara selama (lima) 5 tahun atduih lsetelah
perkawinan dilangsungkan;

d. Suami bertindak kejam dan suka menganiaya andaingseh
keselamatan anda terancam;

e. Suami tak dapat menjalankan kewajibannya sebaganiskarena
cacat badan atau penyakit;

f. Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menetaspa
kemungkinan untuk rukun kembali;

g. Suami melanggar taklik-talak yang dia ucapkan gaatkabul,

" Abdul Manan, M FauzarPokok Pokok hukum Perdat#akarta: Raja Grafindo, cet. Ke-5 ,
2002, him. 52.
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h. Suami beralih agama atau murtad yang mengakibatkan
ketidakharmonisan dalam keluarga.

Suatu gugatan perceraian gugur apabila suami athd i
meninggalakan dunia sebelum adanya putusan putypssmgadilan
mengenai gugatan perceraian itu (pasal 25 PeraRearerintah nomor 9
tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nantahun 1974
Tentang Perkawinan) yang juga diatur dalam KHI P&3a /®

Berikut prosedur persidangan cerai gugat di Pafegadgama:

1. Surat gugatan yang telah dibuat dan ditandatandajukan ke
panitraan pengadilan agama, surat gugatan diajuybaga sub
kepaniteraan gugatan, penggugat menghadap mégan@eyang akan
menaksir besarnya panjar biaya perkara dan megalipada surat
kuasa untuk membayar (SKUN) Dalam waktu selambat lambatnya
7 hari ketua PA menunjuk majelis hakim untuk mesaikdan
mengadili perkara dalam sebuah “penetapan” malddikim (pasal

121 HIR).

Ketua majelis hakim setelah menerima berkas perkara
tersebut bersama hakim anggotanya,mempelajari bpe&ara, ketua

kemudian menetapkan hari sidang dan tanggal sarta herapa

8 Abdul Manan, M Fauzan, op. cit, him. 63.
"9 A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan AgaMagyakarta: Pustaka
Pelajar, 2004, him. 59.
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perkara itu akan disidangkan. serta memerintahgbara pihak
dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tandggaljam yang
telah ditentukan tersebth. Panggilan dilakukan dan disampaikan
secara patut dan sudah diterima oleh penggugatunaepgugat atau
kuasa mereka selambat lambatnya 3 hari sebelunmgsidéuka®
Ada dua asas yang harus diperhatikan dalam melakpgmanggilan

yaitu :

a. Harus dilakukan secara resmi, maksudnya sasaran ciipgek
pemanggilan harus tepat menurut tatacara yang titehtukan
oleh peratutan perundang undangan yang telah bierlak

b. Harus memnuhi tenggang waktu yang patut. Artinydarda
menetapkan tanggal dan hari persidangan hendaknya
memeperhatikan letak jauh dekatnya tempat tingpdek pihak
yang berperkara, yakni tenggang waktu yang ditetaptidak
boleh kurang dari 3 hari sebelum acra persidangenuldi dan

didalamnya tidak tidak termasuk hari besar atailiar.?

Apabila tergugat berada diluar wilayah yuridiksirgmlan
agama yang bersangkutan maka ketua pengadilan agem@hon

bantuan pemanggilan kepada pengadilan agama din@mapat

% bid, him. 62.

81 Abdul Manan, M. Fauzan, op. cit, him. 64.

82 Abdul MananPenerapan hukum Acra Perdata di Lingkungan Peradigama Jakarta :
Prenada Media, 2005, him. 136.
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tergugat berad® Pada asasnya Pengadilan Agama sidang dengan tiga
orang hakim yang merupakan majelis yang terdiri dakim ketua
majelis,dan dua orng sebagi hakim anggota sebagainbersebut
diatur dalam pasal 15 Undang Undang nomor 14 tdl97® tentang

ketentuan pokok pokok kekuasaan kehakififan.

2. Tahap pertama yang harus dilaksanakan oleh hakifamda
meyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadangalala
mengadakan perdamaian kepada pihak pihak yang niggeta.
Perang mendamaikan pihak pihak yang bersengketi@hbth utama
dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhaiegu perkara
yang diadilinya Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh
hakim selmbat lambatnya 30 hari setelah diterimalpgekas surat
gugatan perceraian (pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975)

3. Pada sidang pertama setelah hakim membuka sidakg hnkim
memulai dengan mengajukan pertanyaan pertanyaanadaep
penggugat dan tergugat tentang identitas para piheksud
kedatangan para pihak dan kemudian hakim mendamadeaa

pihak® Apabila tidak dapat tercapai perdamian sidangtigpt’

% bid, him 139.

® Ibid, him 145.

% |bid, him 151.

8 R Soeroso, op. cit, him. 42.

87 Abdul Manan, M Fauzan, op. cit, him 68.
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Sidang selanjutnya yaitu sidang kedua apabila pganak gagal

melakukan perdamian maka sidang dilanjutkan dergmEryerahan
jawaban dari pihak tergugt.

Pada sidang ketiga penggugat menyerahkan RepligplikRadalah

tanggapan tergugat terhadap jawaban terdligat.

Selanjutnya sidang keempat adalah tergugat merkamaduplik yaitu

tanggapan tergugat terhadap duplik penggtfgat.

Sidang kelima adalah pembuktian dari penggtyat.

Prinsip Hukum Acara Perdata, sebagaimana PasaHIB3* Siapa

yang mengaku mempunyai sesuatu hak, atau mengeanlalatu

peristiva untuk menguatkan hak, atau untuk membaht&k orang

lain, maka ia wajib membuktikan adanya hak ataisfi’ tersebut”.

Maka para pihak yang berperkara dan mengaku atagenaikakan
tentang sesuatu/ peristiwa atau bahkan menyanghtdrig sesuatu/

peristiwa tersebut,maka dibebankan untuk melakpleambuktian.

Sedangkan alat bukti sebagai berikut dalam PasalHIR
diterangkan alat bukti sebagai berikut:

a. Surat, Pasal 164 HIR
b. Saksi, Pasal 164 HIR

8 R Soeroso, op. cit,
89 R Soeroso, op. cit, him. 43

% 1hid
1 bid
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c. Persangkaan, Pasal 164 HIR

d. Pengakuan, Pasal 164 HIR;

e. Sumpah, Pasal 164 HIR;

f. Pemeriksaan di tempat Pasal 153 HIR;
g. Saksi ahli Pasal 154 HIR;

h. Pembukuan Pasal 167 HIR;

i. Pengetahuan hakim Pasal 178 HiR.

8. Sidang keenam adalah pembuktian dari terglfgat.

9. Sidang ketujuh adalah kesimpuf¥n.

10.Sidang kedelapan adalah sidang putusan hakim. &uteengadilan
mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sigagbgka untuk
umum® Setelah membaca putusan maka para pihak boleh
mengajukan banding jangka waktu 14 terhitung msédiari setelah
dijatuhkan putusarf. Panitera berkewajiban untuk selambat lambatnya
7 hari terhitung setelah putusan yang telah menhglerkekuatan
hukum tetap itu diberitahukan kepada para pihaknbegikan akta

cerai sebagai bukti cerai kepada para pHiak.

92R. soesilo, op. cit. him. 112-122.
% |bid, him. 44.

* Ibid.

% Abdul Manan, M Fauzan, op. cit.
% bid

7 A Mukti Arto, op. cit, him. 230.



